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   Pemberlakuan Presidential Threshold UU Pemilu Digugat ke MK 

Jakarta, 21 September 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Senin (21/9), pukul 14.30 WIB dengan agenda 

Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 74/PUU-XVIII/2020 

ini diajukan oleh Rizal Ramli dan Abdulrachim Kresno. Norma yang diajukan untuk diuji adalah: 

UU 7/2017: 

• Pasal 222 “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta 
Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 
jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima .persen) dari suara sah secara nasional 
pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”  

Para Pemohon berpendapat ketentuan Pasal 222 uu a quo  yang mengharuskan pasangan calon 

presiden memenuhi “persyaratan perolehan kursi partai politik atau gabungan partai politik pengusul 

paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional” bertentangan dengan 

Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dalam 

putusannya nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan putusan nomor 53/PUU-XV/2017 menyatakan 

pemberlakuan presidential threshold merupakan pendelegasian dari ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 

1945. Secara konseptual penafsiran tersebut tidak tepat, karena ketentuan tersebut berkenaan 

dengan “tata cara”, sedangkan aturan presidential threshold merupakan salah satu syarat pencalonan 

presiden dan wakil presiden, bukan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden. 

 

Selain itu, menggolongkan presidential threshold sebagai open legal policy tidaklah tepat. 

Seharusnya, persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden digolongkan sebagai close legal 

policy, sebab UUD 1945 telah menentukan pembatasan atau syarat pencalonan. Berdasarkan 

preseden putusan Mahkamah, ketentuan disebut sebagai open legal policy apabila memenuhi syarat: 

(1) norma tersebut tidak dirumuskan secara tegas (expressis verbis) dalam UUD 1945; atau (2) 

norma tersebut didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Ketentuan presidential 

threshold tidak memenuhi kedua syarat tersebut, sebab Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah terang 

mengatur persyaratan pengusulan calon presiden dan wakil presiden. 

Bahwa Mahkamah, dalam beberapa putusan pernah mengubah pandangannya terhadap keberlakuan 

muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang. Berdasarkan alasan-alasan tersebut 

Para Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk dapat mengubah pandangannya sebagaimana 

dalam putusan-putusannya terdahulu dan menyatakan ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 dinyatakan 

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (ASF) 
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